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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG

. bahwa  guna mengembangkan kemampuan dan

membentuls  watalk serta peradaban bangsa vang
bermartabal dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa dengan tijuan berkembangnva potensi peoserta
didik yang berbmu, bermman, cakap, kreatif dan mandin
varg diselenggarakan melalui  proses pembelajaran
dengan mctode komprehensil yang menyentuh unsur
dernokratis,  berkeadilan. sistematik  pembudavaan
keicladanan dan  pemberdayaan semua  kKomponen
masvarakat sehingga tercapal  tujuan  Pendidikan
Nasional;

. bahwa uniuk melaksanakan maksud dalam huruf a

tersebut  diatas  dan  dalam  upava  pemerataan
pembangunan di bidang pendidikan pada tingkat Desa
dan Kecamatan serta peningkatan dava tampung bagi Usia
Sekolah dan uniuk meningkatkan mutu serta cfisicnai
nendidikan  Sekoiah  Dasar, dipandang perlu  unruk
mengatilr Penegerian Sekolah Dasar Swasta Kelas Jauh di
Kabupaten Slﬁtang;

bahwa sehubugan dengan maksud dalam hurut b tersebut
di atas dan untuk memberikan dasar hukum bagi
operasionsal Selwlzh Dasar Negeri, maka perlu ditetapkan
Feraturan Bupati Sintang fentang Penegerian Sekolah
Dlasar Swasts Kelas Jauh D1 Kabupaten Sintang;

. Undang-Undang Nomoer 27 Tahun 1952 lentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1453
tentang Pembentukan Daersh Timmgkat 1L D Kalimantan
(Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembiaran Negara Nomior 3521 Sebaesl Undang-Undang
{Lembaran Negara R Tahun 1959 Nomar 72, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 1 820);
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. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan  Nasional (Lembaran Negara Republk
ndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Tndonesia Nomaor 4301);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fentang

Pemerntabian  Daerah (Tembaran  Negara  Republik
intlonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran
Negara Republik ndonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undsng Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahum 2015
Nomer L&, Tambahaen Lembaran Negara EBepublik
Indonesia Nomor 53679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tabun 2005 tentang

Artandar Nasional Pendidikan {Lembaran Negera Mepublike
Indonesia Tahun 2005 Nemor 140, Tambahan Lembaran
Negara Hepublik Indonesia Nomor 44906, sebagaiman telah
diubalbh beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah
Nemor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

Feraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Eepublik Indonesia Tahun 2008
Nomor 194, Tambahan Lembaran MNegara Republik
indonesia Nomor 4941);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Dan Penvelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5105) sebagaimana telab diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Tahun 2010 Nomeor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5157}

Pevaturan Pemerinizh Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Ldan Pengawasan Fenyeleniggaraan
Pemeriniahan Tiaerah (Lembaran Negara Fepublik
Indonesia Tahun 2017 Nomer 73, Tambahan Lembaran
Negera Repubhk Indonesia Nomor 6041);

Perawuran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Dasrah Kabupaten 3intang [Lembaran Dacrah kabupaten
Sintang Tahun 2016 Nemor 7, Tambahan Lembaran
Davrah Kabupaien Sintang Nomaor 7);

. Peraturan Dacrah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun

2017 tenlang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daevah Kabupaten Sintang Nomor
7
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENEGERIAN

SEKOLAH DASAR NEGER| KELAS JAUH KABUPATEN DI
SINTANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalams Peraturan ini vang dimaksud dengan:
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Daerah adalalh Kabupaten Sintang:

Pernerintan Daerah adalah Bupati dan Perangksat Daerah sebagai unsur
Penvelenggara Pemerintahan Dasrah; '
Pemerintanan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintaban aleh
Pemetintah Daesrah dan Dewan Perwalilan Rakvat Daerah menurut asas
Ctonomi dan fugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnva
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatian Republik [ndonesia
sehagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahiun 1945;

Kepala Daeral adalah Bupati Sintang;

Dinas adalah Dinds Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sintang,
Kepala Dinas adalah Kepals Dinas Pendidikan Dan Rebudayvaan Kabupaten
Sintang,

Menteri adalah Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia,

. kepala BSekolah adalah Pimpinan Sekaolah vang menduduki jabatan

fungsional yang diberilian tambahan tuess kepala sekolah:

Wakil kepaia Sekolah adalah Wakil Pimpinan Sekolah vang membidangi
Lkurikulum, kesiswaan, dan konseling;

Kepaia Tata Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan Adminisirasi;
Pendidikan Dasaradalah Pendidikan Umum yang lamanyva sembilan tahun,
diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar dan tiga tahun di
Selolah Lanjurtan Tingkal Pertama atau satuan pendidikan vang sederajat;
Sekolah  Dasar adalah  bentuk  satuan  pendidikan dasar  vang
menyelenggarakan program enarn tahun;

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah bentuk satuan pendidikan dasar
vang menvelenggarakan program tiga tahun;

Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan
dasar di jalur pendidikan sekolah;

Orang Tua adalab avah dan/atau ibu atau wali siswa vang bersangkutan;

. ‘Anggaran Pcudapaté.n dan Belanja Daerah vang selamuinya dismgkat

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sintang; '

Pendidikan adalah ussha sadar dan terencana untulk mewuojudkan suasana
belajar dalam proses pembelagaran agar peserta ddik secara aktif
mengembangkan potensl dirinya untuk memiliki kekuatan spiritusal
keagamaan, pengendalian dirt, kepribadian, kecerdasan skhlak mulia serta
keterampilan vang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara:

. Sistern Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan

vang saling lerkail secara terpadu unituk mencapai twjuan Pendidikan
Nasional:

Peserta didik adalah angpola masyarakat vang berusaha mengembangkan
potensl dirl melalili proses pembelajaran vang tersedia pada jalur, jenjang
dan jeris pendidikan tertentu;

Tenaga Kependidhkan adalah anggola masyvarakal yang mengabdibkan din
dan diangkat untuk menunjang penyelenggarasn pendidikan;

21, Pendidik ...
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. Pendidik adalah tenaga kependidikan vang berleualitas sebagai guru, dosen,

kenselor, pameng pelajar. widvaswars, tutor. instruktur, lasilitator dan
sebiutan lain sesual dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam
menvelenggarakan pendidikain;

. KurikUlum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenal tujuan, isi,

bahan pelajaran, untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;

23. Pembelajaran adaiah proses mieralks: peserta didik dengan pendidik dan
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sumber belaiar pada suatyu lingkungan belajar;

Hvaiuast pendidikan adalab  kegiatan pengendalian. penjaminan dan
peretapart muiu pendidile terhadap berbagar komponen pendidikan setiap
jalur,  jenjang  dan  jenis  pendidikan  sebaga1r  suatu  bentuk
pertanggungiawaban penvelenggarasn pendidikan;

. Akreditas) adalabh kegiatan penilaian kelavakan program dalam suatu

pendidikan berdasarkan kriteria vang telah ditetapkan,

26. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu vang dipergunakan dalam

penvelenggaraan pendidikan meliputl tenaga kependidikan, masyarakatg,
dana, sarana dan prasarana;

. Dewan Pendidikan adalalh Lembaga mandirt vang beranggotakan berbagai

umiur masyarakat vang peduli pendidikan;

. Komite selolah adalah Lembaga mandid vang beranggotalan orang

tua/wali peserta didik, komunitas selkolah serta tokoh masyvarakal yvang
peduli pendidikan;

BAB II
PEMEBENTUEKAN

Pasal @

Dengan Peraturan Bupat ini ditetapkan Penegerian Sckolah Swasta Kelag

Jauh di Kabupaten Sintang.

(L)

(2)

o

BAB III
MARSUD DAN TUJUAN

Pasal 3
[Malesud Penegerian Sekolah Swasta Keles Jauh di Kabupaten Sintang adalah
guna mengembangkan dan membeniuk watak serta peradaban banesa vang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta agar
menjadi manusia beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha [Esa.
beralkhlals Mulia, calap, schat dan berilmu, kreauf, mandii dan menjadi
warga Negara vang demoliratis seria bertanggung jawab.

Penegerian Sekolah Swasta Kelas Jauh bertujuan @

a, memberikan bekal kemampuan dasar kepada Peserta didik untuk
mengembangkan kehidupannva sebagai pribadi, anggeta masvarakat,
warga Negara dan angpota umat manusia serta mempersiapkan peserta
didik untul mengikuti pendidikan menengah:

b, memngkatkan dayva lampung lulusan Taman Kanak-Kanak/anak usia
seleolah guna memenuhi pembangunen dan pengembangan bidang
pendidilkzan dagar di Daerah;

meningkathkan pengetahuan dan kemampuan siswa sebagal anggota
masvaraksat dalam mengadakan hubungan timbal  bable dengan
himglcungan sosial budaya, semests setta dapart melanjutkan pedidikan
vang lebih tnegi.

(3) Untulk ...



3] Untule  mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
penvelenggaraan pendidikan pada Sekolah Dasar berpedoman pads Tujuan
Pendidikan Nasional.

BAB IV
PENEGERIAN SEKOLAH DASAR

Pasal 4
(1} Penegenan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sehagai

bagian dari Sistem Pendidikan Nasional dan menjadi tangeung jawab
Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.

(2] Pimpinan Sekalah dasar terdird atas scorang Kepala Sekolah,

(3) Kepala Seholah dibantu olel tenaga Kependidikan lainnyva dan tenaga
administrasi yang jumlahnyae sesual dengan Kketentuan peraburan
perundang-undangan.

W Busunan Orgendsasl, tugas dan wewenang Sekolah Dasar sesuai dengan
lketentuan peraturan perundang-undangarn.

(51 Sturktur Organisas: dari Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] sebagaimana tercantuwm pada lampiran [, yang merupakan bagian odak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Penegerian Selolah Dasar Swasta Kelas Jauh Di Kabupaten Sintang dengan
nama-nama dan lokasi sekolab sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1T vang
merupakan bagian tidak ierpisatikan dari Peratitran Bupati ini,

Pasal 6
Peserta didike berasal dari masyarakat usia Sekolah dan/atau tamatan Taman
Kanak-Kanak (TK).

Pasal 7
Pengadaan, pendavagunaan dan pengembangan tenaga pendidik, kurikulum,
bulcu acuan, peralatan pendidikan, ranah dan gedung serta pemeliharaan pada
Sekolah Dasar Negeri menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 8
Kepala Sekolah Dasar Negeri bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atas
Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengaiar, administrasi sekolah, pembinaan
tenaga kependidikan lainnya dan pendavasunaan sgrana dan prasarand.

BABV
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SEKOLAH

Pasal G
(1} Isi rencana induk Pengembangan Sekolah Dasar merupakan susunan bahan

xajan dan pelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Dasar dalam
rangka upaya mencapai tujuan pendidikan.

t2) Tsi Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar merupakan susunan bahan kajian
dan pelajaran untuk mencapat tujuan pendidikan dasar dan wajibh memuat
sekurang-kurangnya bahan kajlan dan pelajaran;
a. Pendhdikan Agama;

By, Pendidikan ..



Pendidikan Kewarganogaraan,
Pendidikan Bahasa;

Pendidikan Matematka:
Pendidikan Pengetahuan Alam.
Pendidikan Pengatahuan Sesial;
Fendidikan Seni Budaya:

. Pendidikan Jasmani dan Olabraga;
Pendidikan Keterampiian Kejuruan;
j. Mustan lokal;

e S 0 o

(i3 Rurikulum vang berlaku adalab kurikulam yang berlaicu secara nasional yang
diteraplan gleh Mentert.

{4) Sekolah Dasar dapai menjabarkan dan menambah mata pelajiaran sesuai
dengan keadaan lingkungan dan cirt khas Sekolah Dasar yang bersangkutan
dengan tdak mengurang lurikolum yang berlaku secara Nasional,

(5) Seknlah Dasar Negeri dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dan
mata pelajaran sesuai dengan keburuhan setempat (Muatan Lokal).

BAB VI
SIBWA

Pagal 10
(1) Unfuk dapat diterima sebagai siswa Sckolah Dasar sescorang harus .
a. Telah memasuki usig selolah minimal 6 (enam) tahun.
b, Telah memasuk) sekolah  Taman Kanak-kanak dan/atau  telah
menvelesailkan sckolah pada jenjang Taman Kanak-Kanak,
¢. Memililn kemampuan vang disyaratkan oleh Sekolabh Dasar yang
bhersanghkutan.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam avat (1) diatur oleh
Menter:i melalui Dinas,

Pasal 11
{1) Siswa mempunyval hak sebagal berikut:

4. Mendapatkan hak yang sama untuk mendapathkan pendidikan:

h. Mempetoleh pendidikan Agama sesuai denigan agama yang dianutnya;

c. Mengikuti program pendidikan vang bersangkutan atas pendidikan
perkelanjutan, baik antuk mengembangkan kemampuan difn maupun
untuk  memperoleh  pengakuan  tngkat pendidikan tertentu  vang
dibulkulkan;

d. Mendapatkan bantuan [silitas belajar bea siswa ataupun bantuan laannya
sesual dengan persyvaratan vang berlalou:

e Pindah ke sekeplah dassr vang sejajar atau vang tingkatnva lebih tingzi
sesual dengan persyvaratan penerimaan siswa pada sekolah dasar yang
hendale dimasuld:

Memperoleh penilaian hasil belajarnva;
Menveleszikan program pendidikan lebil awal dari wakty vang ditentulan;
Mendapat pelayvanan khusus bilamana menyandang cacat,

brge e

Pasal 12
{2) Siswa memipunya: kewajiban schagal bertlout:

a. Ikut menanggung biava penvelenggaraan pendidikan, kecuah bilamana
siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan Ketenmtuan
peraturan Perundang-undangan vang beviaku;

b, Mematuhi semua peraiuran vang berlaic;

¢. Menghormati tenaga kependidikan pihal lerkail,

¢, Mengnormatt ...



d. Menghormat renaga kependidikan terpadu di sekolah to sendiri:
2, lkut memelinara sarsna dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan
keamanan Sekolah Dasar vang bersanglutan;
(7) Priaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayvat {2)
diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VII
PENILATAN

Pasal 13
Penilaian Sekolah Dasar dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan
bersifat terbuka untuk memperolel keterangan tentang kegiatan dan kemajuan
belajar siswa pelaksanaan kurikulum. guru; dan tenaga kependidikan lainnya
dan Sckolah Dasar sebapai salah saty kesatuan dalam rangka pembinasn,
pengembangan dan penentuan Alaeditast Sekoelah Dasar,

Pasal 14
(1) Penilaian Pelaksanasn kurikulum dilakulean untuk mengetahui kesesuaian
antara kurikulum SBekolah Dasar vang bersangkulan dengan dasar, fungsi
dan tujuan  pendidikan  nasional dengan kemampuan sisiwa  seria
perkembangan masyvarakat.

(21 Penllaian terhadap guru dan tenaga pendidiken dilakukan untuk mengerahui
kemampuan dan keweriangan profesional.

(3) Hastl pemilaian sebagdimana dimaksud dalam avat (2) digunakan untuk -
4. Pembinaan dan pengembangan gur dan tenage pendidik lainnya;
b. Penyempuraan kurikuwlum dan pengelolaan pendidikan goru dan tehaga
kependidikan lainnva:

141 Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayvat (1), avat {2) dan
ayat (3) dilakukan oleh Dinas Pendidikan Dan kKebudayaan.

BAB Vi1
PEMBIAYAAN

Pasal 15
(1) Sepala biava peoyelenggaraan, sarana dan prasarana pembinaan dan
pengawasan sekolah menjadi heban APBD Kabupaten Sintang dan sumber
Dana lannve yangz sah.

{2} Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :
a. Gail guri, tenaga kependidikan lainnyva dan tenaga administrasi;
b, Biava pengadasn dan pemeliharaan sarang dan prasarana;
c. Biava perluasan dan pengembangan: dan
d. Biava pendidikkan dan pengajaran;

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 16
L1 Pemerintabh Dasrah melahy PDinas Pendirlikan Dan Kebudavaan melakukan
engawrsan  ferhadap Sekolah Dasar dalam  rmangke pembinaan,
pengembangan, perlindunsan, peningkatan mutu dan pelavanan sekolah
dasar bersangkutan.

(2] Pengawasan ...



(2} Pengawasan  dilakukan terhadap penyelenggarazn  pendidikan  dan
administrast sekolah.

{3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam avat {1}, avat [2) dan avat (3] diatur
olelh Thnas Pendidikan Dan Kebudavaan

BAE X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

(1) Segala Peraturan Perundang-undangan dan keientuan vang telah ada sebelum
Peraturan Bupeati ini. sepanjang tidak bertentangan dengan Peratiran Bupati
i masih tetap berlaku.

(2) Pada saat Peraturan ini berlaku, maka segala hal vang mengatur tentang
Periegenan Sekolah Dasar mengacu kepada Peraturan Bupati ini dan
ketenruan peraturan perundang-undangan.

BAE XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Penerimaesn Peserta Didik Baru pada Sekolah Pernegerian ini diniuial Tahuon
Ajaran 2021/2022,

Pasal 19
Peraturan Bupati ini berlaku sejak pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengerahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
DBupat imi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal fo AcwsAzs 2020
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Diundangkan di Sintang
pada tanggal /o ACvipsg 2020
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